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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah 

penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian mengenai 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (pesero) Tbk, kantor cabang pasar jambi melalui Kantor notaris Im Oka 

Mahendra NR, S.H.,M.Kn. 

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. 

Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk, Kantor Cabang Pasar Jambi Melalui 

Kantor Notaris Im Oka Mahendra NR, S.H.,M.Kn 

 Penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan hak 

tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk, lumrah dan banyak 

dilakukan apalagi hal itu dapat membantu para pelaku usaha ataupun perorangan 

(debitur) yang membutuhkan dana pinjaman (kredit). Kantor notaris Im Oka 

Mahendra NR, S.H.,M.Kn sebagai Notaris&PPAT rekanan bank tersebut 

bertindak dan sebagai penjamin kepastian hukum agar segala hak dan kewajiban 

para pihak selaku debitur maupun kreditur melalui akta-akta yang dibuatnya 

serta pendaftaran sertipikat hak tanggungan yang diproses di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota Jambi merupakan bentuk produk hukum/akibat 

hukum atas peristiwa hukum tersebut. 
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2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak 

Tanggungan 

 Kendala yang penulis temukan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

adalah wanprestasinya debitur sehingga apa yang telah disepakati didalam akta 

perjanjian kredit tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan dalam 

kurun waktu yang telah disepakati bersama, sehingga agunan yang dijadikan 

jaminan hak tanggungan debitur tersebut akan diproses oleh pihak bank 

(kreditur) melalui proses dan tahapan akan dieksekusi/lelang. 

3. Penyelesaian Atas Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan Hak Tanggungan 

 Dapat penulis tarik kesimpulan pada penelitian ini PT. Bank Rakyat Indonesia 

(pesero) Tbk, kantor cabang pasar Jambi mayoritas lebih banyak menggunakan 

metode eksekusi penjualan (lelang) pada kasus debitur wanprestasi tidak dapat 

memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang pada akta 

perjanjian kredit. 

B. Saran 

1. Bagi pihak Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk 

 Penulis mengharapkan pihak kreditur agar lebih selektif dalam meng-approve 

calon debitur sebagai debitur agar segala sesuatu atau hal-hal yang tidak 

diinginkan yang berakibat merugikan dapat terjadi. 

2. Bagi pihak Debitur 

 Diharapkan lebih memperhitungkan benar-benar sebab-akibat dan tingkat resiko 

atas agunan sertipikat hak atas tanah yang dimiliki yang dijadikan agunan 
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jaminan hak tanggungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta 

merasa dirugikan. 
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